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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan beserta hasil penelitian yang telah dimuat 
oleh penulis pada skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 
bentuk jawaban terhadap rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan 
ini:  
1. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana 
pembunuhan adalah dengan menerapkan pidana pokok berupa pidana 
penjara berdasarkan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. Dengan 
menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana Membantu Melakukan Pembunuhan dan 
Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 4 
(empat) tahun di LPKA Wonosari, serta memerintahkan agar Anak 
dilakukan Penahanan. 
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana 
pembunuhan adalah: 
a. Hakim melihat dan mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan 
hukum Yuridis yaitu ketentuan hukum yang berlaku, 
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b. Secara Sosiologis yang mempertimbangkan kemanfaatan dari putusan 
bagi masyarakat,  
c. Secara Filosofis yaitu apa yang ingin dicapai dari hukuman pidana 
yang dijatuhkan, 
d. Menimbang Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan sesuai Pasal 
60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, 
e. Menimbang Sikap Batin Anak sebelum hingga sesudah Tindak Pidana 
dilakukan dan 
f. Dalam menjatuhkan putusan, hakim menimbang dengan penyelesaian 
Retributive Justice demi melindungi kepentingan Anak. 
B. Saran 
Berdasarkan pembahasan beserta hasil penelitian yang telah dimuat 
oleh penulis pada skripsi ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi para Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta terutama untuk 
Hakim Anak selaku Penegak keadilan tertinggi dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak, sebaiknya dalam penerapan sanksi terhadap anak sebagai 
pelaku tindak pidana Pembunuhan dilaksanakan dengan mengutamakan 
diversi dan Restorative justice agar dapat menghasilkan putusan yang adil 
dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi para pihak yang beracara 
pidana di peradilan anak. 
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2. Bagi Anak, sebaiknya menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat 
menjerumuskan diri ke dalam perbuatan pidana. Anak adalah bagian dari 
subyek hukum yang dapat diberikan hukuman apabila melanggar ketentuan 
yang berlaku. Oleh sebab itu, sangat penting bagi anak untuk mentaati 
segala peraturan yang ada sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang 
taat akan hukum. 
3. Bagi Orangtua atau Wali anak, sebaiknya Orang tua atau Wali 
bertanggungjawab dalam hal mengasuh, memelihara, mendidik, dan 
melindungi Anak serta memberikan pendidikan karakter dan nilai budi 
pekerti pada Anak, sehingga anak terhindar dari kemungkinan melakukan 
perbuatan nakal yang dapat menjerumuskan si anak ke dalam perbuatan 
pidana. 
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